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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEEONG
NOMOR 101 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI KENDARAAN MASUK

DI KAWASAN WISATA ARUNG JERAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Lebong perlu dilakukan pengaturan Retribusi

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga maka perlu
ditetapkan Retribusi Kendaraan Masuk Di Kawasan Wisata
Arung Jeram;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tentang Retribusi Kendaraan Masuk di
Kawasan Wisata Arung Jeram.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang MNomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lenlang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139,Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5058);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Momor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan  Pemanfaatan  Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5161):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887);

Peraturan Presiden MNomor 63 Tahun 2014 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor & Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomeor 1551);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2012 Tentang Retribusi Tempat Reksreasi dan Olahraga;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016
Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2012 Tentang Retribusi Tempat Reksreasi dan Olahraga;

20. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong;

MEMUTUSHAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG RETRIBUSI

el el e

el

KENDARAAN MASUK DI KAWASAN WISATA ARUNG
JERAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;

Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;

Dinas adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Wisata adalah kegiatan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi,
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang
dikunjung dalam jangka waktu tertentu;

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain
yang terkait dibidang tersebut;

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;

Arung Jeram adalah salah satu kegiatan wisata air yang menggunakan
perahu dan alat kelengkapan lainnya dengan memanfaatkan derasnya arus
sungai;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan;



10. Wajitr Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
wakiu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Darah yang bersanglkutan;

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas dacrah
melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk olch Kepala Daerah;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi yang terutang;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya
jumlah Retribusi yang terutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrative
berupa bunga dan / atau denda;

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan /
atau untuk tajuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah;

17. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencar serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEEK, SUBYEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kendaraan masuk dipungut Retribusi kendaraan masuk
di kawasan arung jeram yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh
Pemeriniah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi pintu masuk adalah retribusi kendaraan masuk di Kawasan
Wisata yang disediakan, dimilki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(2} Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan,
dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak
swasta;




Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati jalan masuk yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
di Kawasan Wisata.

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan Bupati ini digolongkan sebagai Retribusi Kendaraan
Masuk.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan tempat
kendaraan masuk.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila penggunaan tempat kendaraan masuk
tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat
(1) sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk semua kendaraan masuk di
Kawasan Wisata.

Pasal 9

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

2. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.



BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 11

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu lan

3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak me.mbajrar tepat pada waktunya
atau kurang memmbayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V1
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

1. Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.

2. Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di[persamakan.

3. Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetjuan kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran, angsuran, dan
penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEBERATAN

Pasal 13
(1) Wajib Retribusi tertentu dengan mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alas an-alasan yang jelas.



(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kejhendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

(3) Penpgajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

{1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hokum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang
diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

{3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagai, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberikan sesuatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebuhan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan.

{2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

{2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 [enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan sesuatu keputusan,
permchonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4} Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10 langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan; Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keierlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penaghan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang
Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 91)
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

{3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

{4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permochonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 18

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penaguihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimkasud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB X
PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Terhadap Wajib Retribusi tertentu dapat diberikan keringanan,
pengurangan, dan pembahasan Retribusi.

{2} Pemberian Keringanan dan Pengurangan Retribusi dapat diberikan dengan
melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek
Retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan,
dan pembahasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X1
PEMERIKSAAN

Pasal 20

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakandaerah dan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

¢. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

(1) Instansi yang melaksankan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2} Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAE XIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebgaiamana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-
undangat.

(3} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

al

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; _
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

Menyuruh berhenti dan/atau melarang sesecorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen vang dibawa;
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau salksi;

Menghentikan penyidikan; dan/atau

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.



BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kekurangan paling lama 3
{tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Negara.

BAB XV
HKETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Peraturan daerah Kabupaten Lebong
Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Retribusi dan Olah Raga
(Lembar Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomer 21 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 u.éhbﬂ, 2017

Z BUPATI LEBONG,
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Diundangkan di Tubei
pada tanggal 24  Dessmber 2017
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